KEPUTLSAN

LEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR % TAHUN 2017

TENTANG

PENGGANTI 1ZIN PENDIRIAN /OPEREASIONAL
MADRASAH TEANAWIYAH MUHAMMADIYAH 2 DUKUN

KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS] JAWA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

ey

1.

[

bBahwa sehubungan dengar hilangnya [zin
Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah
Muhammadivah 2 Dukun Kabupaten Magelang Nomor :
Wk.OO/483/Pem/MTs/ 1981 tanggal | Desember 1980,
perlu diterbitlkan Feputusan Penggantl [zim
Pendirian/ Operasional;

lbahwa Madrasah sebagaimana tercantum  dalam
lampiran keputusan int telah memenuhl persyvaratan
untuk diberikan Pengganti lzin Pendirian/Operasional
Madrasah;

bakwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada hurul a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provingi Jawa Tengah tentang Pengganti lzin
Pendirian/ Operasional Madrasah Tsanawivah
Muhammadivah 2 Dukun Kabupaten Magelang Provinsi
Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan  MNasional  (Lembaran  Negara Republik
[ndonesia Tabun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeoer 4301},

Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara
E-sz.bh}-'. Indonesia Tahun 20053 Nomor 41, Tambahan
.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana  Lelah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomaor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 20153 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
AETO;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambshan Lembaran
Mepara Republik Indonesia Nomaor 4864);

'

4. Perataran...



Memperhatikan

&

reraturan remerinian Somor L2 lanun Sl Ientang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3105) sebagaimansa  telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atss Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahur 2010 rentang Pengelolaan dan
Penvelenggaraan Pendidilan |[Lembaran  MNegara
Republile Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 rentang Standar Sarana dan Prasarana
untulk Sckolah Dasar/Madrasah [bridaivah, Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyvah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menterli  Pendidikan Naswonal Nomor 12
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan  di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah menjacdi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayvaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomaor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayvanan Minimal
Pendidikkan di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2013
tentang Penyelengearaan Pendidikan Madrasah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
sehagaimana telah divbah dengan Peraturan Menter:
Agama MNomor &0 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelengeparaan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20013 Nomaor 1382);

Keputusan Dircktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
3885 Tahun 2013  tentang  Petunjuk  Teknis
Perpanjangan [zin Pendirian Madrasah, Penerbitan
Surat Keputusan Penggantt lzin Pendinian Madrasah
Karena Hilang, dan Penerbitan Surat  Keterangan
Kerusakan Dokumen [zin Pendirian Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
2401 Tahun 2016 tentang Perubaban Atas Keputusan
Dircktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun
2014 Tentang Perunjuk Teknis Pendirian Madrasah
vang Mselenggarakan Oleh Masyarakal;

Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magelang MNomor :
2964 /Kk.11.08/4/PP.OG.4/06/2016, tanggal 30 Jumni
2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH HKEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
MUHAMMADIYAH 2 DUEUN EKABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH. -

KESATU....



RESATL

LREDUA

KETIGA

b Memberikan pengganti [zin Pendirizn/Operasional Madrasah

vang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  dari
keputusan ini,

roegala ketentuan vang terkait denegan o erasional madrasah
b E: P

sebagaimana dimaksud dalam diklum KESATU berpedoman
kepada aturan perundang - undangan vang berlaku.

» Beputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal «adanuari 2017

__KEPALA KANTOR WILAYAH
ZOTCRERENTERIAN AGAMA
o - PREVINSI JAWA TENGAH,




